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MOTTO

“Hukum seharusnya adil, seharusnya berguna dan

seharusnya menjamin kepastian hukum.”

(Gustav Radbruch)

E. Utrecht, 1989. Pengantar Dalam Hukum Indonesia.
Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, halaman 14.
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RINGKASAN

Pembangunan bidang ketenagakerjaan memiliki sasaran yang
iuas bagi peningkatan dan perlindungan para pelaku dunia
perburuhan. Permasalahan wvang menjadi sasaran terpenting di
dalam dumia perburuhan adalah pemutusan hubungan kerja,
Pemutusan hubungan kerja dalam hukum perburuhan bersifat
bivalent, yaitu perdata dan publik. Pemutusan hubungan kerja vang
disepakati dalam bentuk persetujuan bersama antara pengusaha
dan buruh memberikan kekuatan hukum vang mengikat dan
berlaku bagi mereka. Pemutusan hubungan kerja ini melibatkan
kewenangan publik dalam prosedur dan pelaksanaannya. Ketentuan
hukum perburuhan mengatur penvelesaian pemutusan hubungan
kerja dengan menempatkan Panitia Daerah sebagai instansi
pemerintah yang berwenang untuk memberikan izin pemutusan
hubungan kerja.

Tujuan  penulisan  dimaksudkan untuk mengkaji dan
menganalisis prosedur dan pelaksanaan persetujuan bersama dalam
pemutusan hubungan kerja di Firma Khing Guan Jember serta
kedudukan persetujuan bersama tersebut ditinjau dari hukum
perburuhan.

Metode penulisan pada skripsi ini menggunakan metode
pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber data vang
digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder,
sedangkan prosedur pengumpulan data menggunakan teknik
observasi, studi literatur dan studi lapangan. Analisis data
menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan
kerja antara pengusaha dan buruh berdasarkan izin Panitia Daerah
atau Panitia Pusal. Prosedur pemutusan hubungan kerja harus
melalui upaya musyawarah antara pengusaha dan buruh serta
Pegawal Perantara sebagai fasilitator untuk mencapai kesepakatan

secara mufakat. Kesepakatan yang tercapai harus dituangkan dalam

X0
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bentuk persetujuan bersama vang ditandatangani oleh kedua belah
pihak untuk dijadikan dasar pertimbangan bagi Panitia Daerah
dalam memberikan izin pemutusan hubungan kerja. Persetujuan
bersama yang terjadi tersebut dilaksanakan dengan memenuhi
syarat-syarat yvang telah disepakati sebagai klausula yang mengikat
kedua pihak, salah satunva ialah pembayaran uang pesangon dan
uang penghargaan masa kerja oleh pengusaha kepada buruh.
Persetujuan bersama disertai buleti-bulkti pelaksanaan persetujuan
bersama tersebut dilampirkan dalam permohonan izin pemutusan
hubungan kerja oleh pengusaha untuk diajukan ke Panitia Daerah.
Pada dasarnya Panitia Daerah akan memberikan izin pemutusan
hubungan kerja sesuai dengan persetujuan bersama yang telah
disepakati kecuali terbukti tidak sah. Pengecualian ini memberikan
kedudukan persetujuan bersama vang lemah dalam hukum
perburuhan karena persetujuan bersama tersebut masih harus
melalui proses pemeriksaan dan pembahasan oleh Panitia Daerah,
Ketentuan ini memperlihatkan setiap pemutusan hubungan kerja
harus memiliki izin dari Panitia Daerah atau Panitia Pusat sehingga
dapat diartikan bahwa tdak ada pemutusan hubungan kerja tanpa
1zin secara publik. Persetujuan bersama tersebut dapat dilaksanakan
oleh kedua pihak tanpa harus Mmenunggu izin Panitia Daerah dengan
dasar konsensualitas.

Adapun saran-saran yvang dapat disumbangkan adalah
perlunya ditetapkan batas minimum isi kesepakatan terkait dalam
hal besar uang pesangon, u'ang penghargaan masa kerja dan ganti
kerugian bagi buruh dalam prosedur dan pelaksanaan persetujuan
bersama serta perlu adanva ketentuan hukum publik yang
menetapan syarat-syarat sahnyva persetujuan bersama baik secara
matenil maupun formil yang menjadi dasar pertimbangan Panitia
Daernh  dalam memberikan izin pemutusan hubungan kerja
sehingga izin pemutusan hubungan kerja yang berlaku surut tidak
sampal membatalkan persetujuan bersama yvang telah disepakati.

il
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan saat ini dirasakan
cukup penting menjelang era perdagangan bebas di Indonesia.
Peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan lapangan pekerjaan
merupakan salah satu upaya penting dalam menciptakan kondisi
yang mendukung bagi kekuatan dan percepatan pemulihan ekonomi
di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Ketetapan MPR No. [V
/MPR/1999 yang memiliki arah kebijakan untuk mengembangkan
ketenagakerjaan secara menveluruh dan terpadu vang diarahkan
pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja,
peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan
kerja dan kebebasan berserikat.

Pengembangan ketenagakerjaan tersebut harus diikuti oleh
sarana hukum yang memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak
yang terkait secara langsung dengan dunia ketenagakerjaan
khususnya dalam perburuhan. Pihak-pihak vang dilindungi oleh
hukum perburuhan dalam hal ini adalah buruh dan majikan. Buruh
menurut pengertian Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tentang
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan pasal 1 ayat (1) huruf a ialah
barang siapa bekerja pada majikan dengan menerima upah.
Selanjuinya, pengertian majikan menurut ketentuan yvang tertuang
pada Undang-undang No. 22 Tahun 1957 pasal 1 aval (1) huruf b
ialah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh, Kedua
pihak tersebut terlihat berada pada posisi saling bertolak belakang

yang memiliki kecenderungan terjadi perselisihan sehingga
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diperlukan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Permasalahan yang terpenting dalam dunia perburuhan adalah
soal pemutusan hubungan kerja (Manulang, 2001:106). Pemutusan
hubungan kerja adalah bagian vang paling rumit dari hukum
perburuhan karena mengatur hubungan yvang rawan antara buruh
dan majkan. Menurut Prinst (2000: 169), ketentuan tentang
pemutusan hubungan kerja dalam hukum perburuhan bersifat
bivalent, yaitu perdata dan publik. Hubungan kerja yang terjadi
antara buruh dan majikan memiliki ciri-ciri vang bersifat perdata.
Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan asas kebebasan berkontrak
dan asas konsensualitas pada saat buruh dan majikan mengadakan
perjanjian kerja dan melaksanakan hubungan kerja tetapi khusus
pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja terdapat intervensi
publik berupa seperangkat ketentuan hukum yang mengatur dan
terlibat di dalamnya. Keterlibatan hukum perburuhan dalam
pemutusan hubungan kerja didasarkan pada ketentuan Undang-
undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di
Perusahaan Swasta. Ketentuan pasal 1 ayat (1) undang-undang
tersebut menyatakan bahwa pengusaha harus mengusahakan agar
jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Jadi hukum perburuhan
secara publik memiliki upaya untuk menghindari pemutusan
hubungan kerja sedapat mungkin dengan tetap memperhatikan asas
kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas.

Seiring dengan percepatan ekonomi dalam dunia usaha maka
terdapat gejala yang menunjukan keinginan pelaku usaha agar setiap
persoalan yang terkait dalam perselisihan perburuhan dapat cepat

terselesaikan khususnya dalam hal pemutusan hubungan kerja,
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Haa

Kecenderungan agar proses pemutusan hubungan kerja secara cepat
dapat diselesaikan seringkali menimbulkan gejala penyimpangan
terhadap hukum perburuhan. Gejala penyimpangan tersebut berupa
tidak memprioritaskan pelaksanaan ketentuan hukum perburuhan
yang bersifat publik dalam pemutusan hubungan kerja dan lebih
mengandalkan pada penyelesaian yang bersifat perdata.

Salah satu bentuk fenomena penyimpangan ketentuan
pemutusan hubungan kerja adalah pembuatan dan pelaksanaan
persetujuan bersama antara buruh dan pengusaha dalam
pemutusan hubungan kerja tanpa harus melibatkan secara langsung
ketentuan publik yang mengatur prosedur pemutusan hubungan
kerja. Fenomena tersebut dirasakan bertentangan dengan ketentuan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep. 150/ Men /2000 tentang
Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang
Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di
Perusahaan. Secara tegas pada pasal 1 angka (4) Keputusan Menteri
Tenaga Kerja Rl No. Kep. 150/Men/2000 memberikan pengertian
pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja
antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan izin Panitia Daerah
atau Panitia Pusat. Jadi telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-
undangan perburuhan bahwa setiap pemutusan hubungan kerja
hanya terjadi berdasarkan izin dari Panitia Daerah atau Panitia Pusat
dan bukan didasarkan pada persetujuan bersama antara pengusaha
dengan buruh.

Salah satu pemutusan hubungan kerja yang didasari atas
persetujuan  bersama terjadi di Firma Khing Guan Jember.
Pemutusan hubungan kerja tersebut belum mendapat izin dari

Panitia Daerah sesuai ketentuan Kepmenaker Rl No. 150/ Men /2000,
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Persetujuan bersama tersebut disepakati oleh pihak pengusaha dan
pihak buruh dan mengikat bagi kedua belah pihak semenjak
ditandatangani bersama serta dilaksanakan tanpa harus menunggu
izin pemutusan hubungan kerja sesuai prosedur penyelesaian
pemutusan hubungan kerja danm Panitia Daerah. Fenomena vang
didukung oleh kenyataan yang terjadi tersebut. mendorong penulis
untuk membahasnya lebih lanjut dalam suatu karya tulis ilmiah
berbentuk skripsi dengan judul, “Analisis Yuridis Persetujuan
Bersama dalam Pemutusan Hubungan Kerja di Firma Khing Guan

Jember”,

1.2 Rumusan Masalah
Berdasar uraian dalam latar belakang di atas maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. bagaimana prosedur dan pelaksanaan persetujuan bersama dalam
pemutusan hubungan kerja di Firma Khing Guan Jember ?
2. bagaimana kedudukan persetujuan bersama dalam pemutusan
hubungan kerja di Firma Khing Guan Jember ditinjau dari segi

hukum perburuhan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau sesuatu
vang dapat dijadikan sasaran, Tujuan penulisan mengenai
persetujuan bersama dalam pemutusan hubungan kerja di Firma
Khing Guan Jember terdiri atas dua tujuan yaitu tujuan umum dan

tujuan khusus,
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1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk memenuhi salah satu persyvaratan pokok yang bersifat
akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Jember;

2. untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu
hukum kepada pemerintah, praktisi hukum, akademisi maupun
masyarakat secara luas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan persetujuan
bersama dalam pemutusan hubungan kerja di Firma Khing Guan
Jember;

2. untuk mengetahui kedudukan persetujuan bersama dalam
pemutusan hubungan kerja di Firma Khing Guan Jember ditinjau

dari segi hukum perburuhan.

1.4 Metodologi

Metodologi adalah suatu kegiatan vang dilakukan, bahan dan
alat serta cara vang digunakan baik untuk mengumpulkan maupun
memperoleh jawaban atas pertanyaan vang tersirat dalam masalah
(Widyoprakoso dkk., 1998:16).

Penggunaan metode sangat diperlukan dalam suatu penelitian
agar dapat diperoleh kesimpulan yvang sesuai dengan kebenaran
ilmiah. Dalam skripsi ini digunakan metode penulisan berupa
pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data dan

analisis data.
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1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan
ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini adalah suatu
pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap
peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan
dengan permasalahan (Soemitro, 1990:10).

Penulisan skripsi disusun dengan melakukan pendekatan
masalah dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja di
Firma Khing Guan Jember dan buku-buku yang berisi konsep-
konsep teoritis yang berkenaan dengan permasalahan tersebut,
Pendekatan ini dilaksanakan guna memperoleh bahan kajian teori
dalam menganalisis sekaligus memecahkan masalah yang terkait.
1.4.2 Sumber Data

Menurut Widyoprakoso dkk.(1998:14), pada dasarnya sumber
data itu dibagi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sumber data
sekunder. Sumber data yvang dipergunakan penulis dalam skripsi ini
adalah :

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data untuk memperoleh
data primer secara langsung dari obyek penelitian. Data ini diperoleh
melalui wawancara dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait
langsung dengan persetujuan bersama dalam pemutusan hubungan
kerja di Firma Khing Guan. Pihak-pihak tersebut ialah :

a. saudara Yayuk Widayati selaku pihak buruh;
b. kuasa hukum saudara Yayuk Widayati;
c. kuasa hukum Firma Khing Guan Jember;

d. Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.
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2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data untuk memperoleh
data sekunder secara tidak langsung berupa dokumentasi maupun
informasi lain yang berkaitan dengan rumusan masalah. Sumber
data sekunder diperoleh dari :

1. undang-undang yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan
masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini;

2. surat-surat keputusan maupun surat-surat lain yang
berhubungan langsung maupun tidak langsung berhubungan
dengan permasalahan yang akan dibahas;

3. sumber data yang diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para
sarjana dan ahli yang berupa literatur sehingga dapat
mendukung, membantu, melengkapi dan membahas masalah-
masalah vang timbul dalam rangka penulisan skripsi ini;

4. sumber data yang diperoleh dari majalah, laporan, brosur-brosur
serta data-data penunjang lainnya yang berkaitan dengan

masalah dalam skripsi ini.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan dan pengolahan data dalam penulisan skripsi ini
menggunakan metode vang dapat mempermudah  untuk
melaksanakan analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan
observasi, studi literatur dan studi lapangan sehingga diperoleh data
yvang bersifat primer dan sekunder yang selanjutnya disusun secara

sistematis untuk memperoleh kejelasan permasalahan yang dibahas.
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a. Observasi

Pengumpulan data dengan cara observasi adalah dengan
melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek vang
hendak diteliti, kemudian melakukan pencatatan secara sistematis
sehingga akan mempermudah dalam menganalisis,

b. Studi Literatur

Studi literatur ini dilakukan dengan cara mempelajari dan
memahami berbagai buku literatur untuk dijadikan landasan teori
dalam penulisan skripsi ini dan mempelajari pendapat para sarjana
serta peraturan yang berlaku sesuai dengan permasalahan.

c. Studi Lapangan

Penulisan skripsi ini juga menggunakan studi lapangan untuk
mengetahui dan mendapatkan data-data yang terkait secara empiris
kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode wawancara.

Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul
data dengan mempergunakan tanya jawab antara si pencari
informasi dengan sumber informasi. Cirl utama dari wawancara atau
interview ini adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka
antara kedua belah pihak yaitu pencan informasi dan sumber
informasi. Dalam pengumpulan data dengan wawancara, penulis
melakukan wawancara dengan pihak vang terkait vaitu pegawai
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, kuasa hukum dari Firma
Khing Guan, Saudara Yayuk Widayati selaku pihak buruh yang
terkait secara langsung terhadap persetujuan bersama dalam
pemutusan hubungan kerja di Firma Khing Guan Jember termasuk
kuasa hukum buruh dalam pembuatan persetujuan bersama.
Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan vang

' sudah disusun sesuai dengan permasalahan yvang akan dibahas.
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1.4.4 Analisis Data

Proses analisis data merupakan proses menemukan jawaban
atas pertanyaan dari pokok permasalahan. Proses ini dimulai dari
pengumpulan data-data sebagai bahan untuk disusun secara
sistematis dan dilanjutkan dengan analisis data.

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan analisis
deskriptif kualitatif, yaitu data yvang didapat dari nara sumber baik
secara lisan maupun tertulis, diteliti, kemudian dipaparkan dengan
jalan menggambarkan sifat dan karakter dari obyek penelitian dan
selanjutnya permasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisis
berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan vang
berlaku sesuai dengan permasalahan.

Hasil analisis data tersebut kemudian dibahas untuk
mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dar
pembahasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat
dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode berpikir
deduktif yaitu metode analisis yang berangkat dari pengetahuan yang
bersifat umum untuk menilai kejadian yang bersifat khusus, Dengan
demikian maka dapat tercapai tujuan vang diinginkan di dalam
penulisan skripsi ini yaitu untuk menjawab permasalahan yang telah

dirumuskan,
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II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta vang digunakan dalam skripsi ini adalah pemutusan
hubungan kerja antara Yayuk Widayati selaku buruh bagian salesgirl
di Firma Khing Guan Jember oleh pihak pengusaha.

Pemutusan hubungan kerja terjadi diawali oleh pemutusan
hubungan kerja secara sepihak oleh Firma Khing Guan Jember pada
tanggal 28 Juni 2002 terhadap Yayuk Widavati. Perusahaan
memberikan keputusan bahwa mulai tanggal 1 Juli 2002, Yayuk
Widayati tidak bekerja lagi di Firma Khing Guan Jember dengan
alasan bahwa Yavuk Widayati telah melanggar aturan dari
perusahaan. Keputusan pemutusan hubungan kerja oleh
perusahaan diikuti janji untuk memberikan uang pesangon sebesar 7
(tujuh) kali upah pokok vang diterima Yayuk Widayati.

Keputusan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan
tersebut ditolak oleh Yavulk Widayati karena ia menganggap alasan
perusahaan yang menyatakan bahwa ia telah melakukan kesalahan
dengan menggelapkan nota adalah mengada-ada dan terkesan
dipaksakan. Menurut Yayuk Widayati, kesalahan yang ditujukan
padanya tidak dapat digolongkan penggelapan karena dalam
penggunaan nota tersebut Yavuk Widayati tidak menguntungkan
pribadi tetapi menguntungkan perusahaan dan kesalahan yang
ditujukan padanva itu dilakukan atas sepengetahuan manajer
pemasaran perusahaan.

Pada tanggal 2 Juli 2002, Yayuk Widavati dan pihak
perusahaan melakukan perundingan yang hasilnyva adalah mereka

tetap pada pendirian masing-masing. Perusahaan tetap bersikeras
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melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Yayulk Widayati dan
diberi pesangon 7 (tujuh) kali upah pokok, jika Yayuk Widayati
bersedia menandatangani berkas-berkas yang diajukan perusahaan.
Begitu pula Yavuk Widayati tetap menolak pemutusan hubungan
kerja dari perusahaan karena alasannya tidak jelas serta pesangon
vang ditawarkan oleh perusabaan dirasakan jauh dari semestinva
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perundingan dari kedua belah pihak yang tidak mencapai
kesepakatan menyebabkan posisi dan mata pencaharian Yayuk
Widavati sebagai buruh tidak jelas dan terkatung-katung sehingga
memerlukan penyelesaian yvang cepat agar ia dapat melanjutkan
hidupnya. Atas dasar tersebut, Yavuk Widayati memberi kuasa
kepada  Yayasan Paradigma Baru  untuk mengadukan
permasalahannya kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
tentang pemutusan hubungan kerja yang terjadi. Pengaduan kuasa
hukum Yayuk Widayati atas pemutusan hubungan kerja sepihak
berisikan permohonan proses pemerantaraan dengan harapan dapat
tercapai kesepakatan penyelesaian pemutusan hubungan kerja
dengan pihak perusahaan.

Permohonan pemerantaraan dari Yayasan Paradigma Baru
ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dengan
memanggil kedua belah pihak untuk klarifikasi. Pemanggilan
tersebut menghasilkan perundingan-perundingan antara kedua belah
pihak.

Perundingan yang terjadi secara musyawarah mufakat di Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Jember menghasilkan kesepakatan yang
kemudian dituangkan dalam bentuk persetujuan Dbersama.

Persetujuan bersama itu berisikan kewajiban pihak pengusaha untuk
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memberi uang tali asih secara tunai kepada Yayuk Widayati sesuai
dengan kesepakatan, Penandatanganan persetujuan bersama oleh
kedua belah pihak dan diketahui oleh Pegawai Perantara
menimbulkan akibat hukum berupa putusnya hubungan kerja
antara Yayuk Widayati dengan pihak perusahaan pada saat itu pula.
Hasil kesepakatan berupa persetujuan bersama disertai bukti-
bukti yang ada kemudian diajukan oleh pihak pengusaha dalam
permohonan izin pemutusan hubungan kerja kepada Panitia Daerah,
Selama permohonan izin pemutusan hubungan kerja tersebut
diperiksa dan dipelajari oleh Panitia Daerah dalam tenggang waktu
yvang tidak terbatas, hubungan kerja antara Yayuk Widayati dan
pihak pengusaha telah putus meskipun izin pemutusan hubungan

kerja itu belum dikeluarkan oleh Panitia Daerah.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
a. Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi :
Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang
atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih
b. Pasal 1320 KUHPerdata vang berbunvi :
Untuk sahnva suatu perjanjian-perjanjian diperlukan 4 syarat :
a. sepakat mercka vang mengikatkan dinnya
b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. suatu hal tertentu
d

. suatu sebab vang halal
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c. Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi :

a. semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi vang membuatnya.

b. suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan vang
oleh undang-undang dinyvatakan cukup untuk itu,

€. suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan

Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

a. Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 yang berbunyi :
Bila setelah diadakan segala usaha pemutusan hubungan kerja
tidak dapat dihindarkan, pengusaha harus merundingkan
maksudnya untuk memutuskan hubungan kerja dengan
organisasi buruh yang bersangkutan atau dengan buruhnya
sendiri dalam hal buruh itu tidak menjadi anggota dari salah
satu organisasi buruh.

b. Pasal 3 ayat (1} Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 vang
berbunyi :

Bila perundingan tersebut pada Pasal 2 nyata-nvata tidak

menghasilkan persesuaian paham, pengusaha hanva dapat

memutuskan .hubu-nga_n kerja dengan buruh setelah
memperoleh 1zin Panitia Penvelesaian Perselisihan Perburuhan

Daerah (Panitia Daerah) termaksud pada Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian

perselisihan perburuhan (Lembaran Negara tahun 1957 nr, 42)

bagi pemutusan hubungan kerja perseorangan dan dari Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Panitia Pusat)
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3.

termaksud pada Pasal 12 Undang-Undang tersebut di atas bagi
pemutusan hubungan kerja besar-besaran.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Rl No. Kep. 150/Men/2000

Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan

Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti

Kerugian di Perusahaan.

a. Pasal 1 angka (4) Kepmenaker Rl No. Kep. 150/Men /2000 yang
berbunyi :
Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan
kerja antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan izin
Panitia Daerah atau Panitia Pusat.

b. Pasal 2 ayat (1) Kepmenaker Rl No. Kep. 150/Men /2000 yang
berbunyi :
Setiap pemutusan hubungan kerja di perusahaan harus
mendapat izin dari Panitia Daerah untuk pemutusan
hubungan kerja perorangan dan dari Panitia Pusat untuk
pemutusan hubungan kerja massal.

c. Pasal 10 ayat (1) Kepmenaker RI No. Kep. 150/Men /2000 vang
berbunyi :
Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan
maka pengusaha dan pekerja itu sendiri atau dengan serikat
pekeria vang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja apabila
pekerja tersebut menjadi anggotanva, wajib merundingkan
secara musyvawarah untuk mencapai kesepakatan penyvelesaian

mengenai pemutusan hubungan kerja tersebut.
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d. Pasal 10 ayat (2) Kepmenaker Rl No. Kep. 150/Men /2000 vang
berbunyi :
Serikat pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam
merundingkan penyelesaian pemutusan hubungan kena
terhadap pekerja yang bukan anggotanya harus mendapat
kuasa secara tertulis dari pekerja vang bersangkutan.

e. Pasal 10 ayat (5) Kepmenaker RI No. Kep. 150/Men /2000 yang
bherbunyi :
Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mencapal kesepakatan penyelesaian, maka dibuat persetujuan
bersama secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak
dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

f. Pasal 10 ayat (6) Kepmenaker Rl No. Kep. 150/Men /2000 vang
berbunyi :
Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam avat (5)
disertai bukti-bukti yang ada harus disampaikan oleh
pengusaha kepada Panitia Daerah untuk permohonan izin
pemutusan hubungan kerja perorangan atau kepada Panitia
Pusal untuk permohonan izin pemutlusan hubungan kerja
massal melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

g. F’a&'ﬂ. 10 ayat (7) Keprnenaker RI No. Kep. 150/Men /2000 vang
berbunyi :
Dalam hal perundingan mencapai persetujuan bersama
sebagaimana dimaksud dalam avat (5), Panitia Daerah atau
Panitia Pusat pada dasarnya memberikan izin sesuai dengan
hasil kesepakatan, Lkecuali persetujuan bersama tersebut
terbukti tidak sah.
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h. Pasal 10 ayat (8) Kepmenaker RI No. Kep. 150/Men /2000 yang
berbunyi :
Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, maka sebelum
pengusaha mengajukan permohonan izin kepada Panitia
Daerah untuk pemutusan hubungan kerja perorangan atau
kepada Panitia Pusat untuk pemutusan hubungan kerja
massal, salah satu pihak atau para pihak mengajukan
permintaan untuk diperantarai oleh Pegawai Perantara sesuai
dengan tingkat kewenangannva.

i. Pasal 10 ayat (9) Kepmenaker RI No. Kep. 150/Men /2000 yang
berbunyi :
Risalah hasil perundingan baik yvang telah tercapai persetujuan
bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) maupun tidak,
harus dilampirkan pada setiap permohonan izin pemutusan

hubungan kerja.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Persetujuan Bersama

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau
lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Istilah
bersama dalam hal ini dapat diartikan sebagai kedua belah pihak
atau lebth vang saling mengikatkan diri. Unsur-unsur dalam
persetujuan bersama pada dasarnya tetap berpedoman pada asas
kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas serta memenuhi

syarat sahnya perjanjian pada umumnya.
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Definisi persetujuan bersama tidak secara tegas diuraikan
dalam bentuk ketentuan hukum. Satu-satunya ketentuan hukum
yang menggunakan istilah persetujuan bersama adalah Kepmenaker
Rl No. 150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan
Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja
dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta.

Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Rl No. Kep.
150/Men /2000 menegaskan bahwa apabila pemutusan hubungan
kerja tidak dapat dihindarkan lagi maka pihak pengusaha dan pihak
buruh memiliki kewajiban untuk merundingkan secara musyawarah
guna mencapai kesepakatan penyelesaian mengenai pemutusan
hubungan kerja tersebut. Setelah terjadi perundingan dan dapat
tercapai kesepakatan penyelesaian, sebagaimana diatur dalam Pasal
10 avat (5] Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kkep.
150/Men /2000, maka hal itu kemudian dibuat secara tertulis yang
ditandatangani oleh para pihak dan disampaikan kepada pihak yang
berkepentingan dalam bentuk persetujuan bersama.

Persetujuan bersama tersebut bersama bukti-bukti vang ada
harus disampaikan pula kepada Panitia Daerah atau Panitia Pusat
melalui  kantor Departemen Tenaga Kerja setempat untuk
memperoleh izin pemutusan hubungan kerja. Sebagaimana tertuang
pada Pasal 10 ayat (7) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Rl No. Kep.
150/Men /2000 bahwa pada dasarnya Panitia Daerah atau Panitia
Pusat akan memberikan izin sesuail dengan hasil kesepakatan,
kecuali persetujuan bersama tersebut terbukti tidak sah. Jadi dapat
dibatasi pengertian persetujuan bersama adalah kesepakatan tertulis

antara pengusaha dan buruh dalam penyelesaian pemutusan
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hubungan kerja yang digunakan sebagai dasar pemberian izin

pemutusan hubungan kerja oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat.

2.3.2 Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja

Pengertian pemutusan hubungan kerja tertuang secara tegas
pada Pasal 1 angka (4] Kepmenaker RI No. Kep. 150/Men /2000
bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan
kerja antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan izin Panitia
Daerah atau Panitia Pusat. Pemutusan hubungan kerja dalam hal ini
ditujukan pada pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha,
Menurut teori memang buruh berhak pula untuk mengakhiri
hubungan  kerja, tetapi dalam praktik majikanlah yang
mengakhirinya, sehingga pengakhiran itu selalu merupakan
pengakhiran hubungan kerja oleh pihak majikan (Soepomo,
1999:88).

Ketentuan Pasal 3 avat (1} Undang-undang No. 12 Tahun 1964
memberikan kesimpulan bahwa jika terdapat persetujuan dar
organisasi buruh atau buruh itu sendiri maka pemutusan hubungan
kerja tidak memerlukan izin, namun dalam peraturan pelaksananya
berbeda. Peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut yaitu
Instruksi Menteri Perburuhan No. 9/Inst/ 1964 ad. 4, Surat Edaran
Menter1 Tenaga Kerja tanggal 8 Februari 1967 No. 362 dan kemudian
Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kkerja Rl No. Kep.
150/Men /2000, menetapkan bahwa hubungan kerja vang
diputuskan dengan persetujuan buruh tetap memerlukan izin.

Pengecualian dari ketentuan bahwa pemutusan hubungan

kerja harus berdasarkan izin dari Panitia Daerah atau Panitia Pusat
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menurut Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.

150/ Men /2000 hanya dapat dilakukan dalam hal :

1. pekerja dalam masa percobaan;

2. pekerja mengajukan pengunduran diri secara tertulis atas
kemauan sendiri tanpa mengajukan syarat;

3. pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam
perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan
kerja bersama; atau

4. berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu;

pekerja meninggal dunia.

on

Selain dari pengecualian tersebut maka pemutusan hubungan
kerja hanya terjadi jika berdasarkan izin dari Panitia Daerah atau
Panitia Pusat.

Pemutusan hubungan kerja bagi buruh merupakan awal
kesengsaraan karena sejak saat itu penghasilan mereka akan hilang
sedangkan bagi perusahaan merupakan suatu kerugian karena
melepas buruh yang selama ini sudah dilatih bekerja (Djumialdiji,
2001:84).

a. Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja

Masalah wyang terpenting dalam masalah ketenagakerjaan
adalah pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja
adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan
pekerja berdasarkan izin Panitia Penvelesaian Perselisihan
Perburuhan Daerah (P4D] atau Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Pusat (P4P). Ada empat istilah dalam pemutusan

hubungan kerja yaitu :
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b.

20

Termination adalah pemutusan hubungan kerja karena selesainya
atau berakhirmya kontrak kerja.

Dismissal adalah pemutusan hubungan kerja karena tindakan
indisipliner, misalnya dalam hal tenaga kerja melakukan
kesalahan-kesalahan seperti mabuk, madat, melakukan tindakan
kejahatan dan sebagainya.

Redundacy adalah pemutusan hubungan kerja yvang dikaitkan
dengan perkembangan tekhnologi. Misalnva suatu perusahaan
yvang menggunakan alat-alat tekhnologi canggih seperti
penggunaan  tobot-robot dalam  proses  produksi yang
mengakibatkan pengurangan pegawal.

Retrenchment adalah pemutusan hubungan kerja vang dikaitkan
dengan masalah-masalah ekonomi, seperti resesi ekonomi,
masalah pemasaran dan lain sebagainya, sehingga perusahaan
tersebut tidak dapat memberikan upah kepada tenaga kerjanva
(Manulang, 2001:107).

Pokok-pokok Pikiran Pemutusan Hubungan Kerja
Pokok-pokok pikiran yvang terkandung dalam Undang-Undang

Momor 12 Tahun 1964 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor
150/ Men /2000 pada dasarnva adalah :

)

pokok pangkal vang harus dipegang teguh dalam menghadapi
masalah pemutusan hubungan kerja adalah sedapat mungkin
pemutusan hubungan kerja harus dicegah dengan segala daya

upava dan dalam beberapa hal dilarang.

. karena pemecahan yang dihasilkan oleh perundingan antara

pihak-pihak vang berselisih seringkali dapat diterima oleh yang

bersangkutan daripada penyelesaian vang dipaksakan oleh


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

pemerintah, maka dalam sistem undang-undang ini penempuhan
jalan perundingan merupakan suatu kewajiban.

. bila jalan perundingan tidak berhasil maka pemerintah tampil ke
muka dan campur tangan dalam pemutusan hubungan kerja.
Bentuk campur tangan ini adalah pengawasan preventif vaitu
tiap-tiap pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha diperlukan
izin dari instansi pemerintah dalam hal ini adalah Panitia
Penvelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P).

. dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Tentang
Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta diadakan
ketentuan formil tentang tata cara memohon izin, meminta
banding terhadap penolakan permohonan izin dan lain
sebagainya.

. bila terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran
sebagai akibat tindakan pemerintah, maka pemerintah akan
berusaha untuk menyalurkan tenaga kerja vang bersangkutan di
tempat kerja yang lain.

. ketentuan dalam Regeling Ontslagrecht voor Bepaalde niet
Eiropese  Aebedeirs dan  ketentuan-ketentuan  mengenai
pemutusan hubungan kerja dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dicabut sepanjang bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di

Perusahaan Swasta (Manulang, 2001:107).
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2.3.3 Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja

Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja menurut Keputusan
Menteri Tenaga Kerja Nomor 150/Men/2000 adalah pertama bahwa
pemutusan hubungan kerja diusahakan tidak terjadi dan pengusaha
diwajibkan untuk melakukan pembinaan terhadap pekerja yang
bersangkutan atau dengan memperbaiki kondisi perusahaan dengan
melakukan langkah-langkah  efisiensi untuk  pemyelamatan
perusahaan. Pembinaan itu bisa dilakukan dengan memberikan
peringatan secara lisan atau tertulis.

Surat peringatan secara tertulis dapat berupa surat peringatan
tertulis pertama, kedua dan ketiga. Masa berlaku dari setiap surat
peringatan tertulis itu adalah 6 (enam) bulan dan keabsahan dari
surat peringatan itu didasarkan pada peraturan yang berlaku pada
Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja
Bersama.

Surat peringatan tertulis itu bisa diberikan secara langsung
sebagai surat peringatan terakhir apabila pekerja melakukan
kesalahan sebagai berikut :

a. Sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga

Keria Nomor 150/Men /2000 yaitu :

1) setelah tiga kali berturut-turut pekerja tetap menolak untuk
menaati perintah atau penugasan yang layak sebagaimana
tercantum dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan
atau Kesepakatan Kerja Bersama;

2! dengan sengaja atau lalai mengakibatkan dirinya dalam
keadaan tidak dapat melakukan pekerjaan yang diberikan

kepadanya;
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3)

tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba di

bidang tugas yang ada;

4) melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kerja atau Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja

Bersama.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Keputusan Menteri

Tenaga Kerja Nomor 150/ Men /2000 vaitu :

1} penipuan, pencurian dan penggelapan barang atau uang

2]

3)

)

5)

6)

milik pengusaha atau milik teman sekerja atau milik teman
pengusaha;

memberikan keterangan palsu atau vang dipalsukan sehingga
merugikan pengusaha atau kepentingan negara;

mabuk, minum minuman keras yang memabokkan, madat,
memakal obat bius atau menvalahgunakan obat-obatan
terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya vang dilarang
oleh peraturan perundang-undangan di tempat kerja dan di
tempat-tempat yvang ditetapkan perusahaan;

melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian s
tempat kerja;

menyerang, mengintimidasi atau menipu pengusaha atau
tenaga kerja dan memperdagangkan barang ter]érang baik
dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan
perusahaan;

menganiaya, rﬁengaﬂcam secara fisik atau mental, menghina
secara kasar pengusaha atau keluarga pengusaha atau teman

sekerja;
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7) membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan
suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau
kesusilaan atau peraturan perundangan vang berlaku;

8] membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau
mencemarkan nama baik pengusaha dan atau keluarga
pengusaha yang seharusnyva dirahasiakan kecuali untuk
kepentingan negara;

9) hal-hal lain vang diatur dalam Peganjian Kerja atau
Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama.

Pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kera
dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Keputusan
Menteri Tenaga Kerja Nomor 150/Men/2000 harus menyertakan
bukti yang ada dalam permohonan pemutusan hubungan kerja.
Kesalahan pekerja tersebut dapat dilakukan skorsing sebelum izin
pemutusan hubungan kerja diberikan oleh Panitia Penvelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau Panitia Penvelesaian
Perselisihan PerburuhanPusat (P3P).

Apabhila setelah diadakan segala usaha pemutusan hubungan
kerja tidak dapat dihindarkan maka pengusaha harus merundingkan
maksudnya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan
organisasi pekerja vang ada di perusahaan tersebut atau dengan
pekerja yang bersangkutan dalam hal pekerja tersebut tidak menjadi
anggota dari salah satu organisasi pekerja. Setiap perundingan
dilakukan sebanvak-banvaknva tiga kali dalam jangka waktu paling
lama 30 han dan setiap perundingan dibuat risalah wyang
ditandatangani oleh para pihak. Risalah perundingan harus memuat

antara lain :
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a. nama dan alamat pekerja;
b. nama dan alamat serikat kerja vang terdaftar pada Dinas Tenaga
Kerja;

nama dan alamat pengusaha atau yang mewakili;

a o

tanggal dan tempat perundingan;

e. pokok masalah atau alasan pemutusan hubungan kerja;

=h

pendirian para pihak;

g. kesimpulan perundingan;

h. tanggal serta tanda tangan pihak yang melakukan perundingan
(Prinst, 2000:188).

Jika perundingan itu mencapai kesepakatan maka berdasar
Pasal 10 ayat (5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.
150/Men /2000 dibuat persetujuan bersama secara tertulis vang
ditandatangani oleh para pihak. Persetujuan bersama itu harus
disampaikan oleh pengusaha kepada Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) untuk pemutusan hubungan
kerja perorangan atau kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Pusat (P4P) untuk pemutusan hubungan kerja massal
melalui Dinas Tenaga Kerja setempat. Dengan adanya persetujuan
bersama itu maka pada dasarnya Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Daerah (P4D) atau Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Pusat (P4P) akan memberikan izin sesuai dengan hasil
kesepakatan kecuali persetujuan bersama itu terbukti tidak sah,

Apabila perundingan sebagaimana dimaksud di atas tidak
mencapai kesepakatan maka sebelum pengusaha mengajukan
permohonan izin pemutusan hubungan kerja kepada Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) maka salah satu
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pihak atau para pihak mengajukan permintaan untuk diperantarai
oleh pegawal perantara sesuai dengan tingkat kewenangannya.
Pegawai  perantara  harus: menerima  setiap  permintaan
pemerantaraan dan dalam waktu 7 (tujuh] hari sejak diterimanya
permohonan pemerantaraan harus sudah mengadakan
pemerantaraan sesuai ketentuan Pasal 11 avat (1) Keputusan Menteri
Tenaga Kerja RI No. Kep. 150/Men/2000. Penyelesaian di tingkat
pemerantaraan harus sudah selesai paling lama dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanya permintaan pemerantaraan. Apabila
pemerantaraan tersebut mencapai kesepakatan maka dibuat
persetujuan bersama secara tertulis vang ditandatangani oleh para
pihak dan diketahui oleh pegawai perantara.

Dalam hal pemerantaraan tersebut tidak mencapai
kesepakatan maka pegawai perantara harus membuat anjuran
secara tertulis yang memuat saran akhir penyelesaian dengan
menvebutkan dasar pertimbangannya dan menyampaikan kepada
para pihak serta mengupayakan tanggapan para pihak dalam waktu
paling lama 7 (tujuh} hari sejak diterimanya anjuran tersebut
berdasar Pasal 12 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Rl No.
Kep. 150/Men/2000. Apabila salah satu pihak atau para pihak tidak
memberikan tanggapan dalam waltu 7 (tujuh) hari maka dianggap
menolak anjuran. Jika terjadi penolakan demikian, berdasarkan
Pasal 12 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Rl No. Kep.
150/Men/2000 maka pegawai perantara membuat laporan
pemerantaraan secara lengkap sehingga memberikan ikhtisar yang
Jelas mengenai penyelesaian pemutusan hubungan kerja.

Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan

kerja kepada Panitia Penvelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah
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(P4D) atau Panitia Penvelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4F)
berdasarkan pada Pasal 20 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.
Kep. 150/ Men /2000, vaitu apabila pengusaha :

a. melakukan penganiavaan, menghina secara kasar atau
mengancam peckerja;

b. membujuk dan atau menyuruh pekerja untuk meelakukan
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan kesusilaan;

¢. berturut-turut 3 (tiga) kali atau lebih tidak memberikan upah
tepat pada waktu vang telah ditentukan;

d. melalaikan kewajiban vang telah dijanjikan oleh pekerja;

e. tidak memberikan pekerjaan secukupnya kepada pekerja yang
upahnyva berdasarkan hasil pekerjaan;

[. memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar
yang diperjanjikan;

g. memberikan pekerjaan yang membahavakan jiwa, keselamatan,
kesehatan dan kesusilaan pekerja sedangkan pekerjaan tersebut
tidak diketahui pada waktu perjanjian kerja dibuat.

Permohonan izin  pemutusan hubungan kerja untuk
perorangan ditujukan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Daerah (P4D}) dan permohonan izin pemutusan
hubungan kerja massal ditujukan kepada Panitia Penvelesaian
Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P). Pemutusan hubungan kerja
rnassal dianggap terjadi jika dalam suatu perusahaan dalam satu
bulan, pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan 10 (sepuluh)
orang tenaga kerja atau lebih atau mengadakan rentetan pemutusan
hubungan kerja yang dapat menggambarkan suatu itikad untuk

mengadakan pemutusan hubungan kerja massal.
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Permohonan izin pemutusan hubungan kerja memuat :

a. nama dan tempat kedudukan perusahaan;

b. nama orang yang bertanggung jawab di perusahaan;

¢. nama, jabatan dan alamat pekerja yang dimintakan pemutusan
hubungan kerja;

d. umur dan jumlah keluarga dari pekerja;

€. masa kerja dan tanggal mulai bekerja;
tempat pekerja pertama kali diterima bekerja;

g. rincian penghasilan terakhir berupa uang dan nilai catu vang
diberikan dengan gratis;

h. upah terakhir vang diterima pekerja;

i. alasan pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja
secara terinci;

J. bukti telah diadakan perundingan (Manulang, 2001:111).

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)
dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
menyelesaikan permohonan izin pemutusan hubungan kerja dalam
waktu sesingkat-singkatnya menurut tata cara yang berlaku untuk
penvelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam hal Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) memberikan izin.
maka dapat ditetapkan pula kewajiban pengusaha untuk
memberikan kepada pekerja vang bersangkutan uang pesangon,
uang jasa dan ganti kerugian lainnya.

Apabila terjadi penolakan pemberian izin oleh Panitia
Penyelesaian  Perselisihan  Perburuhan  Daerah (P4D) atas
permohonan izin pemutusan hubungan kerja perorangan atau

pemberian 1zin dengan syarat, maka dalam waktu 14 (empat belas)
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hari setelah putusan diterima oleh pihak-pihak vang bersangkutan,

baik tenaga kerja maupun pengusaha atau organisasi tenaga kerja

vang bersangkutan dapat minta banding kepada Panitia Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P). Panitia Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P} menyelesaikan permohonan

banding menurut tata cara vang berlaku untuk penyvelesaian

perselisihan hubungan industrial dalam tingkat banding.

Dalam hal Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Daerah (P4D) atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pusat (P4P] menolak permohonan izin pemutusan hubungan kerja
atau menyatakan hubungan kerja fidak terputus maka kepada
pekerja dibayarkan upah penuh beserta hak lain yang seharusnya
diterima.

Permohonan izin pemutusan hubungan kerja tidak dapat
diberikan oleh Panitia Penvelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah
(P4D) atau Panitia Penyelesaian Perselisthan Perburuhan Pusat (P4P)
apabila pemutusan hubungan kerja didasarkan atas :

a. hal-hal wvang berhubungan dengan kepengurusan dan atau
keanggotaan serikat pekeria vang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja
atau  dalam  rangka membentuk  serikat  pekerja  atau
melaksanakan tugas-tugas atau fungsi serikat pekerja di luar jam
kerja atau di dalam jam kerja alas izin tertulis pengusaha atau
vang diatur dalam Kesepakatan Kerja Bersama;

b. pengaduan pekerja kepada yang berwajib mengenai tingkah lalku
pengusaha vang terbukti melanggar peraturan negara;

c. paham, agama, aliran, suku, golongan atau jenis kelamin
(Manulang, 2001:112).
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Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI
No. Kep. 150/Men /2000 menyatakan bahwa pemutusan hubungan
kerja dapat dilakukan tanpa izin pada Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D] atau Panitia Penvelesaian
Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P} dalam hal :

a. pekerja dalam masa percobaan kerja;

b. pekerja mengajukan permintaan mengundurkan diri secara
tertulis atas kemauan pekerja sendin tanpa mengajukan syarat;

c. pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam
perjanjian kerja atau Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan
kerja Bersama:

d. berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu;

e. pekerja meninggal dunia.

Dalam hal Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Daerah (P4D) atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pusat (P4P) memberikan izin, maka dapat ditetapkan pula kewajiban
pengusaha untuk memberikan kepada pekerja yang bersangkutan
uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian lainnya.

Uang pesangon adalah pembayaran berupa uang dari
pengusaha kepada pekerja scbagai akibat adanva pemutusan
hubungan kerja. Besarnva uvang pesangon menurut Pasal 22
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000 ditetapkan
paling sedikit sebagai berikut :

5. mass kerja Kurang dary 1 tahun o iaiamadu aiiesmerme J
bulan upah;

b. masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun ..... 2

bulan upah;
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¢, masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun ..... 3

bulan upah;

d. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun .... 4
bulan upah;

e. masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun ... 3
bulan upah;

f. masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun ..... 6

bulan upah;
g mgsa kerja b otabtin: atan Iebhif o i st s o
bulan upah.

Uang penghargaan masa kerja adalah vang jasa sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 sebagai
penghargaan pengusaha kepada pekerja yang dikaitkan dengan
lamanye masa kerja. Besarnyva uang penghargaan masa kerja
menurut Pasal 23 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150
Tahun 2000 ditetapkan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang darn 6 tahun ....... 2

bulan upah;

b, masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun ....... 3
bulan upah;
c. masa kerja @ tahun atau lebih tetapr kurang dan 12 tahun ..... ¢

bulan upah:

d. masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun ... 5
bulan upah;

e. masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun ... 6
bulan upah:

f. masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dar 21 tahun ... 7

bulan upah;
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masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun ....9
bulan upah;
mata Rerfja 28 tahufy ataulebih acaacsaiannniananaii it
bulan upah.

Ganti kerugian menurut Pasal 24 Keputusan Menteri Tenaga

Kerja Nomer 150 Tahun 2000 meliputi :

2,

ganti kerugian untuk istirahat tahunan yvang belum diambil dan

belum gugur;

. ganti kerugian untuk istirahat panjang bilamana di perusahaan

vang bersangkutan berlaku peraturan istirahat panjang dan
pekerja belum mengambil istirahat panjang itu menurut
perbandingan antara masa pekerja dengan masa kerja yang
ditentukan untuk dapat mengambil istirahat panjang;

biava atau ongkes pulang untuk pekerja dan keluarganya ke

tempat pekerja diterima bekerja;

. penggantian perumahan dan perawatan ditetapkan sebesar 15 %

dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja
apabila masa kerpjanya telah memenuhi syarat untuk
mendapatkan uang penghargaan masa Kerja;

hal-hal lain yang ditetapkan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Daerah (P4D) atau Panmitia Penvelesaian Perselisihan
Perburuhan Pusat (P4F).

Upah sebagai dasar pembavaran uang pesangon, uang jasa dan

ganti kerugian terdiri dari :

.

b.

upah pokok;
segala macam tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan

kepada pekerja dan keluarganya;
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c. harga pembelian dan catu vang diberikan kepada pekerja secara
gratis apabila catu harus dibayar pekerja dengan subsidi maka
sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan
harga yang harus dibayar oleh pekerja (Prinst, 2000:203).

Dalam hal pekerja diberikan upah atas dasar perhitungan
upah borongan atau potongan. besarnva upah sebulan sama dengan
pendapatan rata-rata selama 3 (tiga) bulan terakhir. Bila pekerjaan
tergantung dar keadaan cuaca dan upahnya didasarkan kepada
upah borongan maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah
rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir (Prinst, 2000:204).

Perhitungan uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian
adalah sebagai berikut :

a. pemutusan hubungan kerja karena pekerja mengundurkan dir
maka pekerja berhak atas 1 {satu) kali uang pesangon, 1 (satu)
kali uang penghargaan masa kerja dan 1 (satu] kali ganti
kerugian.

b. pemutusan hubungan kerja karena bukan atas kesalahan pekerja
akan tetapi pekerja menerimanya malka pekerja berhak atas 2
(dua} kali vang pesangon. 2 (dua) kali uang penghargaan masa
kerja, 2 (dua) kali ganti kerugian kecuali atas persetujuan kedua
belah pihak ditentukan lain.

c. pemutusan hubungan kerja massal karena keadaan memaksa
atau karena perusahaan menderita kerugian besar sehingga tidak
dapat mempertahankan pekerjanya maka pekerja berhak atas 1
(satu) kali uang pesangon, 1 (satu) kali uvang penghargaan masa
kerja dan 1 (satu] kali ganti kerugian. Hal ini harus dibuktikan
dengan laporan keuangan vang diaudit oleh akuntan publik

kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain.
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. pemulusan hubungan kerja massal bukan karena kesalahan

pekerja atau karena adanya efisiensi maka pekerja berhak atas 2
(dua) kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa
kerja dan 1 (satu) kali ganti kerugian kecuali atas persetujuan
kedua belah pihak ditentukan lain.

pemutusan hubungan kerja karena perubahan status atau
pemilikan perusahaan dengan syarat kerja baru sedangkan
pekerja tidak ingin bekerja lagi maka pekerja berhak atas 1 (satu)
kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja,
dan 1 (satu) kali ganti kerugian vang pembayarannyva dibebankan
pada pengusaha baru kecuali diperjanjikan lain.

pemutusan hubungan kerja karena perubahan status atau
pemilikan perusahaan dengan svarat kerja baru sedangkan
perusahaan tidak menerima pekerja untuk bekerja lagi maka
pekerja berhak atas 2 (dua) kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang
penghargaan masa kerja, dan 1 (satu) kali ganti kerugian yvang
pembayarannya dibebankan pada pengusaha baru kecuali
diperjanjikan lain.

pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun dimnana tidak
terdapat manfaat pensiun maka pekerja berhak atas 2 (dua) kali
uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja dan 1
(satu) kali ganti kerugian kecuali atas persetujuan kedua belah
pihak ditentukan lain.

pemutusan hubungan Kerja karena usia pensiun dimana terdapat
manfaatl pensiun maka pekerja tidak berhak atas uang pesangon,
uang jasa dan ganti kerugian.

pemutusan hubungan kerja karena meninggalnya pekerja maka

ahli waris pekerja berhak artas uang santunan kematian, 2 (dua)
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H.

kali uang pesangon, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja
dan 1 (satu} kali ganti kerugian (Prinst. 2000:204).

Pemutusan hubungan kerja dilarang untuk alasan :
pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut
keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 {dua belas)
bulan terus menerus;
pekerja  berhalangan  menjalankan  pekerjaannva  karena
memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku;
pekerja menjalankan ibadah vang diperintahkan agamanva dan

vang disetujui oleh pemerintah;

. karena alasan pekerja menikah, hamil, melahirkan atau gugur

kandungan;

karena alasan pekerja wanita melaksanakan kewajiban menyusui
bayinya yang telah diatur dalam perjanjian kerja atau Peraturan
Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama atau peraturan
perundang-undangan;

pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan
dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan kecuali telah
diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja

Bersama yang disepakati (Prinst, 2000:186),
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III. PEMBAHASAN

3.1 Prosedur dan Pelaksanaan Persetujuan Bersama dalam
Pemutusan Hubungan Kerja di Firma Khing Guan Jember

Proses pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Firma Khing
Guan Jember antara Yayuk Widayvati dan pihak pengusaha
berdasarkan fakta memperlihatkan adanyva upaya penyelesaian
berdasarkan ketentuan hukum vang berlaku. Hal tersebut secara
jelas dapat diuraikan dari prosedur atau tata cara pencapaian
persetujuan bersama sebagai hasil dari upaya penyelesaian dan
pelaksanaan dari persetujuan bersama itu sendiri yang disepakats
dan mengikat kedua belah pihalk.
a. Prosedur persetujuan bersama dalam pemutusan hubungan

kerja di Firma Khing Guan Jember

Pernutusan hubungan kerja diawali dari tindakan pihak
pengusaha yang memutus hubungan kerja dengan Yavuk Widayati
pada tanggal 28 Juni 2002 dengan alasan bahwa buruh telah
melanggar aturan dari perusahaan. Pemutusan hubungan kerja oleh
perusahaan tersebut diikuti oleh janji atas pesangon sebesar 7
(tujuh) kali upah pokok buruh. Tindakan pemutusan hubungan kerja
sepihak oleh perusahaan ditolak oleh buruh bukan hanya karena
uang pesangon yang tidak sesuai dengan masa kerjanya tetapi lebih
ikepada alasan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan
kerja vang tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan. Buruh
merasa kesalahan vang dituduhkan kepadanya bukaniah
kesalahannya karena tindakan buruh itu selain menguntungkan
perusahaan juga telah mendapat persetujuan dari pengawas

lapangan perusahaan.
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Alasan pemutusan hubungan kerja yang didasari kehendak
pengusaha semata-mata tidak lagi dipandang sebagai alasan cukup
untuk mengakhiri hubungan kerja. Sudah semakin biasa seorang
pengusaha yang bermaksud memutuskan perjanjian Kkerja, harus
memberitahukan dasar tindakannyva dan bahwa buruh boleh minta
supaya kebenarannya diselidiki oleh suatu instansi yang bebas tak
terpengaruh oleh kedua pihak (Soepomo, 1999:105}.

Perselisihan kemudian berlanjut pada upaya musyvawarah
mufakat sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Kepmenaker Rl No.
150/ Men /2000 vang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2002 oleh kedua
belah pihak. Akibat tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah
pihak maka buruh yang pada saat itu sudah tidak melakukan
aktifitas  pekerjaannva, berdasarkan  Kepmenaker Rl  No.
150/ Men /2000 pasal 10 ayat (8] melalui kuasa hukummnya
mengajukan permintaan untuk diperantarai oleh Pegawai Perantara
sesuai dengan tingkat kewenangannya. Surat permintaan
pemerantaraan tertanggal 10 Juli 2002 ini telah memenuhi syarat
karena telah dilakukan upava perundingan oleh kedua belah pihak
atau bipartit dan hasilnya tidak dapat tercapai suatu kesepakatan di
antara kedua belah pihak.

Pegawai perantara dalam hal ini adalah pegawai [Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Jember yang berwenang. Berdasarkan pasal 11 ayat
(1) Kepmenaker Rl No. 150/Men/2000, Pegawai Perantara harus
menerima setiap permintaan pemerantaraan dan dalam waktu paling
lama 7 (tujuh] hari sejak diterimanya permohonan pemerantaraar
harus sudah mengadakan pemerantaraan menurut undang-undang
yang berlaku. Pemerantaraan vang dilakukan oleh pihak Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Jember mengupayakan terlebih dahulu

penyelesaian melalui perundingan secara musyawarah untuk
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mufakat sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (3) Kepmenaker RI
No. 150/ Men/2000.

lUpaya pemerantaraan yang mengutamakan musyawarah
mufakat kedua belah pihak tersebut dapat dilihat dari surat
panggilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember nomor
567/1033/436.328/2002 tertanggal 12 Juli 2002 kepada pihak-
pihak berselisih untuk menghadap Pegawai Perantara pada tanggal
16 Juh 2002 dalam hal klarifikasi masalah pemutusan hubungan
kerja di Firma Khing Guan Jember. Pegawai Perantara dalam tahap
ini masih memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk
melakukan perundingan secara bipartit sebagai salah satu upaya
optimal untuk penyelesaian secara musyawarah mufakat bagl kedua
belah pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3)
Kepmenaker Rl No. 150/Men/2000 yaitu perundingan berdasar
musyawarah mufakat dilakukan sebanyak-banyaknva 3 (tiga) kali
dalam jangka waktu paling lama 30 hari takwim dan setiap
perundingan dibuat risalah yang ditandatangani para pihak.

Perundingan para pihak berdasarkan surat panggilan nomor
267/1033/436.328/2002 terjadi pada tanggal 16 Juli dan dihadiri
oleh Yayuk Widayati bersama kuasa hukumnya dari Yayasan
Paradigma Baru dan pihak pengusaha yang diwakili oleh Edy
Harivanto dan Agus Djauhari serta Bapak Sumardi, S.Sos., selaku
Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Pendirian
pihak pengusaha dalam musyawarah itu tetap seperti awal sekaligus
ingin mengetahui keinginan atau tuntutan dari pihak buruh dalam
permasalahan ini. Pihak buruh memberikan alasan-alasan vang kuat
bahwa ia tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan
kepadanya. Oleh karena itu pemutusan hubungan kerja atas diri

Yayuk Widayati adalah tidak Dberalasan sehingga Yavuk Widayati
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menuntut hak atas pekerjaan sekaligus jaminan iklim kondusif bagi
pekerjaannya. Pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pengusaha
menurut pihak burub sudah menciptakan ketidakharmonisan
hubungan kerja bagi Yayuk Widayati dengan perusahaan jika ia
kembali bekerja. Alasan tersebut menetapkan pendirian pihak buruh
untuk menerima pemutusan hubungan kerja dengan svarat pihak
pengusaha bersedia membayar pesangon sebanyak 15 (lima belas)
kali upah pokok ditambah upah pokok satu bulan selama proses
penyelesaian pemutusan hubungan kerja.

Perundingan pada tanggal 16 Juli 2002 yang bertujuan untuk
klarifikasi pemutusan hubungan kerja menghasilkan kesepakatan
para pihak untuk melaksanakan perundingan antara kedua pihak
(bipartit) sekali lagi pada tanggal 24 Juli 2002 bertempat di Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Pegawai perantara dalam hal ini
berdasar Kketentuan pasal 10 avat (3) dan pasal 11 avat (3)
Kepmenaker Rl No. 150/Men/2000 mendukung kesepakatan para
pihak tersebut dan bersedia menjadi fasilitator dalam penyelesaian
pemutusan hubungan kerja yvang disepakati.

Perundingan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian
pemutusan hubungan kerja para pihak terjadi lagi pada tanggal 24
Juli 2002 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Musyvawarah
vang terjadi lebih terfokus kepada permasalahan besarnya uang
pesangon yang berhak didapat oleh Yayuk Widayati karena pada
dasarnya kedua belah pihak telah sepakat untuk putus hubungan
kerja. Tuntutan pihak buruh mengenai besarnya pesangon
mendekati besarnya uang pesangon dan atau uang penghargaan
masa kerja sesuai Kepmenaker Rl No. 150/Men/2000. Hal tersebut
didasari bahwa pemutusan hubungan kerja vang terjadi bukan

karena kesalahan pekerja akan tetapi buruh menerimanya maka
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buruh berhak atas 2 (dua) kali uang pesangon, 2 (dua) kali uang
penghargaan masa kerja, 2 (dua) kali ganti kerugian kecuali atas
persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain.

Upah sebagai dasar tuntutan besar uang pesangon dan atau

uang penghargaan yang digunakan oleh pihak buruh adalah :

a. upah pokok setiap bulan sebesar............................ Rp. 330.000,00
b. uang makan Rp. 3.500,00 x 30 hari sebesar........... Rp. 105.000,00
Total upah SehRlan SENESAT .o covr v rirt-reete s rosi ) Rp. 435.000,00

Yayuk Widayati vang memiliki masa kerja 5 (lima) tahun
berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan berdasarkan
Kepmenaker RI No. 150/Men /2000 yaitu sebesar 2 (dua) kali dari 6
(enam) bulan upah sebagai uang pesangon dan 2 (dua) bulan upah
sebagai uang penghargaan masa kerja ditambah ganti kerugian
sehesar 15 % (lima belas perseratus) dari total uang pesangon dan
atau uang pernghargaan masa kerja serta upah sclama proses, Total
nominal yvang seharusnya diterima oleh Yayuk Widayati adalah
sebagai berikut :
= 2 x 6 kali upah sebulan + 2 kali upah sebulan + (15% x 2 x 6 kali
upah sebulan + 2 kali upah sebulan) + upah selama proses
sebulan

= 6:960.000,00 + (15 % x Rp.6.960.000,00) + Rp. 435.000,00

= Rp. 8.439.000,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan
ribu rupiah).

Pihak buruh pada perundingan tanggal 16 Juli 2002 hanva
menuntut 15 (lima belas) bulan gaji ditambah upah satu bulan
selama proses pemutusan hubungan kerja vang akumulasi totalnya
sebesar Rp. 6.960.000,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh

ribu rupiah).
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Perundingan pada tanggal 24 Juli 2002 di Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Jember tersebut terjadi perubahan pendirian para pihak,
Pihak buruh menambah tuntutan berupa ganti kerugian sebesar 15
% dari tuntutan awal sesuai dengan ketentuan pasal 24 huruf (]
Kepmenaker RT No. 150/Men/2000 sebagai penggantian perumahan
serta pengobatan dan perawatan. Total tuntutan pihak buruh
tersebut disesuaikan dengan ketentuan Kepmenaker R] No.
150/Men /2000 yang seharusnya diterima oleh pihak buruh vaitu
sebesar Rp. 8.439.000,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh
sembilan ribu rupiah), Tuntutan yvang terakhir ini ditawar oleh pihak
pengusaha bahwa pihak pengusaha bersedia membavar uang
pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan tuntutan
pihak buruh pada perundingan pada tanggal 16 Juli 2002 dengan
tidak menyertakan ganti kerugian vaitu dengan total nominal sebesar
Rp. 6.960.000,00 (enam juta sembilan ratus enam pulub  ribu
rupiah). Penawaran pihak pengusaha tersebut pada akhirnva
diterima oleh pihak buruh.

Kesepakatan vyang dicapai kedua belah pihak dalam
perundingan telah memenuhi kehendak para pihak, oleh karena itu
perlu ditetapkan sesuai prosedur penyelesaian pemutusan hubungan
kerja. Hasil pemerantaraan dalam perundingan tersebut berdasar
pasal 12 avat (4) Kepmenaker RI No. 150/Men/2000 dibuat
persetujuan bersama secara tertulis yang ditandatangani oleh para
pihak dan diketahui oleh Pegawai Perantara.

Perundingan pada tanggal 24 Juli 2002 mencapai kesepakatan
sesual pasal 10 ayat (5) Kepmenaker RI No. 150/ Men /2000
dituangkan dalam bentuk persetujuan bersama secara tertulis yang

ditandatangani oleh para pihak vang bersepakat bahwa :
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l. pihak pengusaha dan pihak buruh sepakat mengakhiri
hubungan kerja per 24 Juli 2002;

2. pihak pengusaha bersedia memberikan uang tali asih kepada
pihak buruh sebesar Rp. 6.960.000,00 {enam juta sembilan
ratus enam puluh ribu rupiah);

3. pihak buruh bersedia menerima uang tali asih sebesar
sebagaimana tertera pada poin 2 diatas;

4. pihak pengusaha dan pihak buruh sepakat melaksanakan
persetujuan bersama ini dengan itikad baik dan tidak ada
tuntutan di kemudian hari.

Persetujuan bersama vang ditandatangani oleh para pihak dan
diketahui oleh Pegawai Perantara berdasarkan pasal 10 ayat (6)
Kepmenaker Rl No. 150/Men/2000 disertai bukti-bukti yang ada
kemudian disampaikan oleh pihak pengusaha kepada Panita Daerah
untuk mendapatkan izin pemutusan hubungan kerja.

b. Pelaksanaan persetujuan bersama dalam pemutusan hubungan

kerja di Firma Khing Guan Jember

Persetujuan bersama pada tanggal 24 Juli 2002 bernsikan
kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri hubungan kerja
dengan syarat yang harus dilaksanakan masing-masing pihak. Pihak
pengusaha harus melaksanakan kewajibannya untuk membavar
sejumlah uang yang telah disepakati berdasar hasil perundingan
kepada pihak buruh dan dengan diterimanya uang tersebut maka
pihak buruh harus menerima pemulusan hubungan kerja dengan
perusahaan dan tidak akan menuntut hal-hal yang terkait dalam
proses pemutusan hubungan kerja di kemudian hari.

Pelaksanaan persetujuan bersama dilakukan pada hari itu juga
dengan pembayaran uang tali asih secara tunai oleh pihak

pengusaha sebesar Rp. 6.960.000,00 kepada pihak buruh. Pihak
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buruh menerima sejumlah uang yvang telah menjadi kesepakatan itu
dengan disertai bukti kuitansi sehingga kesediaan menerima
pembayaran tersebut mengandung konsekuensi bahwa Yavuk
Widayati per tanggal 24 Juli 2002 sudah bukan lagi buruh dari Firma
Khing Guan Jember karena putusnya hubungan kerja. Uang tali asih
tersebut pada dasarmnya adalah uang pesangon dan uang
penghargaan masa kerja yang telah diperhitungkan dan disepakati
kedua belah pihak sebagai hak yvang harus diterima oleh Yayuk
Widayati atas pemutusan hubungan kerja pada dirinya. Pelaksanaan
pembayaran berdasar persetujuan bersama tersebut disaksikan dan
diketahui oleh Pegawai Perantara, Bukti pelaksanaan persetujuan
bersama berupa pembayaran uang tali asih berdasar Pasal 10 ayat
(6) Kepmenaker RI No. 150/Men/2000 oleh Pegawai Perantara
disertakan dengan persetujuan bersama dalam berkas pengajuan
permohonan pemutusan hubungan kerja ke Panitia Daerah,

Pelaksanaan  persetujuan bersama selanjutnva adalah
pengajuan permohonan izin pemutusan hubungan kerja oleh pihak
pengusaha kepada Panitia Daerah sesuai dengan pasal 10 ayat ()
Kepmenaker RI No. 150/Men/2000 pada tanggal 25 Juli 2002
melalul Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Menurut ketentuan
hukum yang bersifat publik maka pemutusan hubungan kerja terjadi
atas dasar izin Panitia Daerah atau Panitia Pusat dan bukan hanva
berdasar persetujuan bersama yang dibuat kedua pihak.

Persetujuan bersama disertai dengan bukti yvang ada menjadi
dasar pertimbangan bagi Panitia Daerah untuk menerima atau
menolak permohonan pemutusan hubungan kerja dari pihak
perusahaan. Izin pemutusan hubungan kerja oleh Panitia Daerah

pada dasarnya akan disesuaikan dengan hasil kesepakatan para
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pihak yang tertuang dalam persetujuan bersama sepanjang

persetujuan bersama itu terbukt: sah.

Sahnva persetujuan bersama secara perdata dalam pemutusan
hubungan kerja di Firma Khing Guan Jember tersebut telah
terpenuhi sesuai Pasal 1320 KUHPerdata vaitu scbagai berikut :

1. kedua belah pihak melalui perundingan-perundingan mencapai
kesepakatan atas kehendak vang bebas dan sesual dengan
keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan.

2. masing-masing pihak memiliki kecakapan hukum untuk
mengadakan perjanjian dan pula kedua belah pithak didamping
oleh kuasa hukumnya masing-masing.

3. terdapat obyek dari persetujuan bersama, yaitu hubungan kerja
antara pihak pengusaha dan pihak buruh.

4. persetujuan bersama dibuat karena alasan ketidakharmonisan
hubungan kerja antara pihak pengusaha dan pihak buruh vang
dapat merugikan kedua belah pihak dan alasan tersebut tidak
bertentangan dengan ketentuan hukum vang berlaku.

Syvarat yang telah disepakti tersebut dilaksanakan dengan
ititkad bak dan berlaku selayaknva undang-undang bagi vyang

membuatnya sesuai Pasal 1338 KUHPerdata.

3.2 Kedudukan Persetujuan Bersama dalam Pemutusan
Hubungan Kerja di Firma Khing Guan Jember Ditinjau dari
Segi Hukum Perburuhan

Persetujuan  bersama adalah kesepakatan pemutusan
hubungan kerja antara pihak pengusaha dan pihak buruh vang
dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak untuk dijadikan dasar pemberian izin pemutusan hubungan

kerja oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat. Persetujuan bersama
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dalam pemutusan hubungan kerja di Firma Khing Guan Jember

telah memenuhi prosedur persetujuan bersama  berdasar

Kepmenaker RI No. 150/Men/2000. Pihak pengusaha dan pihak

buruh telah melakukan musyawarah melalui perundingan-

perundingan dua pihak (bipartit) sampai pada tahapan
pemerantaraan. Hasil dari perundingan yang mencapai kesepakatan
dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing
pihak serta diketahui oleh Pegawai Perantara dalam bentuk
persetujuan bersama. Persetujuan bersama tersebut memiliki
kekuatan hukum yang mengikat pihak pengusaha dan pihak buruh

berdasar asas konsensualitas vang tersurat dalam Pasal 1338

KUHPerdata vang berbunyi :

a. semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi yang membuatnya;

b. suatu perjanjian fidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan vang oleh
undang-undang dinyvatakan cukup untuk itu;

c. suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kesepakatan yang tertuang dalam bentuk persetujuan bersama
merupakan undang-undang bagi pihak pengusaha dan pihak buruh

Firma Khing Guan Jember yang harus dilaksanakan dengan itikad

baik. Persetujuan bersama tersebut tidak dapat ditarik kembali selain

ada kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang
oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Kedudukan
persetujuan bersama secara perdata dalam hal ini cukup memiliki
kekuatan dalam pemutusan hubungan kerja di Firma Khing Guan
Jember karena unsur-unsur asas kebebasan berkontrak dan asas

konsensualitas secara material maupun formal terpenuhi.
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Kedudukan persetujuan bersama secara perdata berbeda
dengan kedudukan persetujuan bersama secara publik khususnya
hukum perburuhan. Hukum perburuhan dalam hal pemutusan
hubungan kerja memiliki sifat bivalent, yaitu perdata dan publik
(Prinst, 2000:169). Kewenangan publik tersebut tersirat dalam pokok-
pokck pikiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 dan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150/Men/2000 bahwa
pokok pangkal yang harus dipegang teguh dalam menghadapi
masalah pemutusan hubungan kerja adalah sedapat mungkin
pemutusan hubungan kerja harus dicegah dengan segala daya upava
dan dalam beberapa hal dilarang. Kewenangan publik ini dilakukan
oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat yang berwenang untuk
memberi atau menolak izin pemutusan hubungan kerja. Kewenangan
tersebut terkait dengan pengertian pemutusan hubungan kerja vang
tertuang pada Pasal 1 angka (4) Kepmenaker Rl No. Kep.
150/Men /2000 yvang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja
adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan
pekerja berdasarkan izin Panitia Daerah atau Panitia Pusat. Hal ini
dapat diartikan secara yuridis bahwa tidak ada pemutusan
hubungan kerja tanpa izin pemutusan hubungan kerja dari Panitia
Daerah atau Panitia Pusat.

Kedudukan persetujuan bersama dalam pemutusan hubungan
kerja di Firma Khing Guan Jember secara prosedur dan
pelaksanaannya sebenarnyva telah memenuhi pokok-pokok pikiran
pemutusan hubungan kerja dari hukum perburuhan. Salah satu
pokok pikiran vang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1964 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor
150/Men /2000 yaitu bahwa pemecahan yang dihasilkan oleh

perundingan antara pihak-pihak yang berselisih seringkali dapat
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diterima oleh vang bersangkutan daripada penyelesaian yang
dipaksakan oleh pemerintah, maka dalam sistem undang-undang im
penempuhan jalan perundingan merupakan suatu kewajiban. Bila
jalan perundingan tidak berhasil maka pemerintah tampil ke muka
dan campur tangan dalam pemutusan hubungan kerja. Bentuk
campur tangan ini adalah pengawasan preventil yaitu tiap-tiap
pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha diperlukan izin dari
instansi pemerintah dalam hal ini adalah Panitia Penvelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P).

Persefujuan bersama pada tanggal 24 Juli 2002 memberikan
dasar pertimbangan bagi Panitia Daerah untuk menerima atau
menolak permohonan izin pemutusan hubungan kerja. Persetujuan
bersama tersebut secara publik memiliki kedudukan hanya sebagai
dasar pertimbangan bagi Panitia Daerah dan bukan menjadi dasar
pemutusan hubungan kerja,

Hukum perburuhan khususnya Pasal 10 ayat (7] Kepmenaker
Rl No. 150/Men/2000 menyiratkan bahwa pada dasarnya Panitia
Daerah akan memberi izin pemulusan hubungan kerja sesual
dengan persetujuan hersama di Firma Khing Guan Jember kecuali
persetujuan bersama tersebut terbukti tidak sah. Pengecualian vang
terakhir ini menempatkan persetujuan bersama harus melalui
pemeriksaan dan pembuktian tentang sah atau tidaknya persetujuan
bersama oleh Panitia Daerah. Hasil dari pemeriksaan dan
pembuktian sah atau tidaknya persetujuan bersama oleh Panitia
Daerah akan memberikan kepastian secara vuridis terhadap
pemutusan hubungan kerja di Firma Khing Guan Jember dalam
bentuk keputusan Panitia Daerah vang berisikan memberi atau

menolak izin pemutusan hubungan kerja. Ketentuan ini
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menyebabkan persetujuan bersama berada pada posisi vang lemah
karena jika Panitia Daerah melihat persetujuan bersama terbukti
tidak sah maka persetujuan bersama vang telah disepakati kedua
belah pihak menjadi batal demi hukum.

Kedudukan persetujuan bersama secara publik menjadi
semakin lemah karena tidak adanya kepastian tenggang waktu
turunnya putusan izin pemutusan hubungan kerja dari Panitia
Daerah. Ketentuan pada Pasal 6 Undang-undang NO. 12 Tahun 1964
tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta
menyatakan bahwa Panitia Daerah dan Panitia Pusat menyelesaikan
permohonan izin pemutusan hubungan kerja dalam waktu sesingkat-
singkatnya, menurut tata cara yang berlaku untuk penyelesaian
perselisihan perburuhan. Kelemahan ini menyebabkan pemutusan
hubungan kerja di Firma Khing Guan Jember tidak sah jika ditinjau
dari segi hukum perburuhan sebelum izin pemutusan hubungan
kerja turun karena secara jelas Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1964 menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa
izin sesuai prosedur penyelesaian vang telah ditetapkan adalah batal
demi hukum. Putusan izin pemutusan hubungan kerja yang
dilampiri persetujuan bersama oleh Panitia Daerah  seringkali
diturunkan dalam tenggat waktu yvang cukup lama dar tanggal
pengajuan permohonan izin pemutusan hubungan kerja. Hal imi
tidak terlepas dari permasalahan teknis penyelesaian perselisthan
perburuhan oleh Panitia Daerah  yang lebih memprioritaskan
penyelesaian perselisihan yang tidak terselesaikan pada tingkat
pemerantaraan di daerah,

Ketentuan Pasal 10 ayat (7)) Kepmenaker RI No.
150/Men /2000 menyatakan bahwa Panitin Daerah pada dasamya

akan memberikan izin sesuai dengan persetujuan bersama. [zin
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pemutusan hubungan kerja tersebut memiliki kekuatan hukum
berlaku surut karena persetujuan bersama dalam pemutusan
hubungan kerja di Firma Khing Guan Jember telah berlaku bagi
kedua belah pihak semenjak tanggal persetujuan bersama itu dibuat.
Putusan Panitia Daerah vang berlaku surut tersebut menguatkan
persetujuan bersama yang lelah ada. Pihak Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Jember menganggap persetujuan bersama dalam
pemutusan hubungan kerja vang belum memiliki izin pemutusan
hubungan kerja adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi
kedua belah pihak, hanya tinggal menunggu izin pemutusan
hubungan kerja yang lebih bersifat formalitas.

Pokok-pokok pikiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964
dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150/Men/2000 vang
mengoptimalkan kesepakatan para pihak sebelum dipaksakan oleh
pemerintah menjadi dasar untuk menyatakan bahwa selama
persetujuan bersama itu dibuat secara sah maka pemutusan
hubungan kerja di Firma Khing Guan Jember adalah sah dan
berkekuatan mengikat kedua belah pihak sampai terdapat izin

pemutusan hubungan kerja dari Panitia Daerah vyang akan

menguatkan secara publik.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada semua uraian vang terdapal dalam skripsi

ini mulai dari Bab | sampai Bab |V, maka dapat ditarik kesimpulan:

1.

persetujuan bersama dalam pemutusan hubungan kerja di Firma
Khing Guan Jember antara pihak pengusaha dan pihak buruh
telah melalui prosedur berdasarkan ketentuan Kepmenaker Rl No.
150/ Men /2000 dengan melakukan perundingan-perundingan
aniara kedua pihak (bipartit) sampal pada tingkat pemerantaraan
untuk mencapai suatu kesepakatan. Kesepakatan tersebut
dituangkan dalam bentuk persetujuan bersama yang mengikat
dan dilaksanakan kedua pihak dengan bentuk penverahan uang
tali asih sebagai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja
dan ganti kerugian oleh pengusaha kepada buruh sehingga pada
saat itu pula hubungan kerja antara pengusaha dan buruh telah

putus;

. kedudukan persetujuan bersama dalam pemutusan hubungan

kerja di Firma Khing Guan Jember ditinjau dari segi hukum
perburuhan merupakan dasar bagi Panmitia Daerah dalam
mempertimbangkan  pemberian ataupun  penolakan  izin
pemutusan hubungan kerja sehingga persetujuan bersama
tersebut bukanlah sebagai dasar pemutusan hubungan kerja.
Persetujuan bersama tersebut mengikat pengusaha dan buruh
serta berlaku selayaknya undang-undang bagi mereka sampai
diberikan izin pemutusan hubungan kerja oleh Panitia Daerah
karena pada dasarnyva Panitia Daerah akan memberikan izin
sesuai dengan persetujuan bersama tersebut, kecuali persetujuan

bersama tersebut tidak sah.
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4.2 Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang ada, maka
penulis mengemukakan saran-saran:

1. dalam prosedur dan pelaksanaan persetujuan bersama perlu
ditetapkan batas minimum uang pesangon, uang penghargaan
masa kerja dan ganti kerugian bagi buruh untuk menghindari
terjadinya persetujuan bersama yang jauh dari harapan
ketentuan hukum vang berlaku guna melindungi pihak buruh
yang secara yuridis dan sosiologis memiliki kedudukan lemah;

2. agar kedudukan persetujuan bersama lebih kuat perlu adanya
ketentuan hukum publik yang menetapan syarat-syarat sahnya
persetujuan bersama baik secara materiill maupun formil yang
menjadi dasar pertimbangan Panitia Daerah dalam memberikan
izin pemutusan hubungan kerja sehingga izin pemutusan
hubungan kerja vang berlaku surut tidak sampai membatalkan

persetujuan bersama vang telah disepakati,
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I, MNamg t Idy Hariyanto
Pekerjaan { 3upervisor
bertindak untux dan slas vema Firme Ehing Soen curabaya
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Eerdagariian tasil perundingan Sipartute di Hantor Dinas Tenaga Kerja Kabupale:
Jemcer pada tanggak 24 Juld 2002 telah tercapai Kesepakatan Bersama / Ferset
Juan Bersama sebagal berilut

1. Pihak 1 dan Pihak II sepakat mengakhiri hubungan kerja per 24 Juli 2002
<e Pihak I bersedia memberilan uang tali asih kepada pihak IT sebesar
e 6:560,000,~ ( Tnam Juta Sembilan Ratus Znam Puluh Ribu Rupish )
Je Pihak 1T berdedia menerima uarg tali asih sebesar sebagamana terters
pada poink Z,
e Fihak I carn Pluak IT sepaikal melaksanakan liesepakatan Bersama/Persetujusn

lersama ird dengan Stikat baik dan tidak ada tuntutan dikemudian hard.

Jember , 24 Juli 2002

Pihalk TI. Pihal T.
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Trunojoyo No. 36 Telp. / Fax. (0331 ) 486177 dan 483259
: JEMBER (68137)

Jember Jull 2002

Kepada

¥th. Sdre Kemaln Kemand

¥
b b

Jawa THmr

Jle JE.QI' Wonogromo loe 358

SURABAYA

SURAT PENGANTAR
No :E?{fﬂ{/ / 436 3268/2002

O JENIS SURAT YANG DIKIRIM BANYAKNYA I' KETERAMNGAN
la Horizas Permaoiionan Iyin PHK | L (wmpat) Diledrim dengan hormat untulk
Firma ¥hing Guan a/ne Sdri, | bandel nendavatizg: proses lebih lanjut.

1
awtld Widayatdi

lembusan disampaikan kepada :

le Dapal: Dupatd Jembar di J ember
(sebagai laporan)
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FERMO!IONAN: IJIN PG
Nomor
* Hal Parmehonas ijin
Famutusan Mubungan Kerja

Bersama ini kami mengajuken pe

sebagal berikul

| mama dan Alamal

Lengkap Perusahazsn/
Flemohon

rohonan

Kepada Yih,

Welua Panilla Penyol: aian
Farsalisihan Parburubhon
Casrah |

i fofnen e
Wdﬁ Jontor

6

L dBHDER

jin Pemutusan Hubungan Kerja

Mama Direksi / Marje- )

Lain-lain

_men/ Perusahaan _ |
3. | Janis Usaha / Prodaksi | F s
4, | ¥ alus Parusghaar / R s N .

Fermodalan de POMLA MQQEIFE,. .3 \ ‘

FMON |
b. BUNMN / BUMD :

5. | Peaturan Porusanaan & Sudah ada
Mo, dan langgal pengesahan cari Depr s
o A b Bewm ada
6. | Perjanjian Karja a. Sudah ada e
Bersama No. dan langga! pendaflaran dari Deprialar ‘
8 M e il b. Baium ada i
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FF. Jutnlah pekerja di peru | Bulanan Farian Boronuan !
satiaan merurul sisien
| | perjanjian L W LW L wW
{ a, Warga Negara mndo ————— *
nasla '
b, Warga Megara Asing
Jumliah o, S R e = -
8. | a. Organisasi pekerjala, SP ...
di perusahaan
b, Kedudukan pekerja|b. - Tiguk menjadi anggola
dalam organisasi Anggola bukan pengurus
Pengurus...
9. | Nama pokerja yang di |
' I mohon PHK TATUK WIDATATI Y
10, | Alamat pekarja 1, Menggar Oge 1X/ 37 Jesl
11 |3, Tempal dan gl lahir | Sembeme, .
pekerja (usia j, l: 25, Lahun }
b,  Agama I.sl I.I. S
|
12. | Masy Kor|s 2, Mulai bakerja tanggal ... Just - 1997
b, Masa kaerja sid permohonan ifin ME
i bulan.. ...,.,,...,....lahun e
|| 13, | Lipah  pekarja | L.|;:.?.h Bulanan Hartan “Butongen e
pokok, nilai cau  dan 3 buwan tarakle
lupjangan yang busifal | a U.Pocak Rp. 330000 g LT3
latap dan loralyr } biNiCate  RDiveava:  Rpus R
(12 {77 I - { - (ORI AS Rp... 35
i g UL e e Rp.... R
0. Tunj... ... Rp.. Rp.... Rp.
ET U e w10 Rp... Rp.
g.Tun....... Rp.. Rp.. Rp)..i.. :
i ¥ e Jumiah Rp 390e00 Rp ... Rp. ...
14, | Bulan lerakhir Bulan .. lahun.... 2002 . ...
| manerima upah aabaaarF{p m LR o
18, Jabatan“(aahnan
pokarja Sales Oirl
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18.
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ga { 15l ¢ suanu dan
anak
Alasan P 11}

Tanggal dan hasi
dingan bipartil

18.

Dimehon ijin pemutusan |
hubungan Kedja { PHK ) }
+{ terhilung mulai langgal j

20.
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21,
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Catatan
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Corel yang tidak perlu
Bukti-bukli harus dilampirkan
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|
|

KETERANGAN

Dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa Saudara :

Nama : Shabda Thian

MM F 970710101043
Jurusan / Fakultas Hmu Hukum / Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Jember

Telah selesai mengadakan studi literatur dan konsultasi mengensi
| “Analisa Yuridis Persetujuan Bersama Dalam Pemutusan Hubungan
Kerja Di Firma Khing Guan Jember” dari tanggal 29 April 2003 sampai
dengan tanggal 19 Mei 2003 pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Jember,

Demikian agar Saudara maklum.

Jember, 19 Mei 2003
an. KEPALA DINAS TENAGA
sl A KABUPATEN JEMBER

.f.-ff.' oot Dag. Tata Usah
¥ iy g "-5'\'
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